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Abstrak : UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan 

mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai 

pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, 

hingga eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kejaksaan, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, 

menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup pidana pokok berupa 

penjara dan pidana tambahan berupa PUP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis 

pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai 

peraturan yang berlaku, menilai penegakan sanksi pidana tambahan berupa PUP terhadap terpidana tindak 

pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi setelah lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri 

Palembang, dan merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang 

pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi pada masa mendatang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana 

materi atau bahan-bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sehingga dapat diambil kesimpulan 

yang relevan dari penelitian ini." 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekusi 

Abstrac : The latest law in the fight against corruption, namely Law Number 20 of 2001, still maintains 

provisions regarding additional penalties. Article 18 paragraph (1) letter b of this law states that 

perpetrators of corruption can be subjected to an additional penalty in the form of restitution payment, the 

amount of which can reach the value of assets obtained from the corrupt acts. In the process of handling 

corruption cases, from investigation, prosecution, to execution after obtaining legal force, the prosecutor's 

office, in accordance with Article 270 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), enforces the court's 

decision that has obtained legal force, which includes the principal penalty of imprisonment and an 

additional penalty in the form of restitution payment. This research aims to understand and analyze the 

regulation of additional penalties in the form of restitution payment in corruption cases in accordance with 

the applicable regulations, evaluate the enforcement of additional penalties in the form of restitution 

payment against convicted corruption offenders that may not be sufficient after the auction of assets in the 

Palembang District Attorney's Office, and formulate an ideal concept of regulating additional penalties in 

the form of restitution payment for convicted corruption offenders that may not be sufficient in the future. 
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This research uses a normative juridical research method with a descriptive qualitative approach, where 

legal materials are collected, analyzed, and organized to draw relevant conclusions from this study. 
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LATAR BELAKANG 

Tindakan korulpsi yang selmakin melrajalella tellah melngakibatkan hilangnya hak masyarakat 

dalam kelkayaan nelgara, selhingga kelkayaan nelgara yang selharulsnya belrlimpah kini hampir tidak 

ada yang telrsisa ulntulk melningkatkan kelseljahtelraan rakyat. Pelndapat ulmulm masyarakat yang 

melngultulk tindak pidana korulpsi, dalam pelrspelktif hulkulm, telrcelrmin selbagai sulatul pellanggaran 

hulkulm. Dalam kelrangka hulkulm pidana Indonelsia, bahkan, korulpsi dianggap selbagai tindak 

pidana yang haruls ditangani selcara khulsuls dan dikelnai sanksi hulkulman yang selriuls.1 

Tindak pidana korulpsi di Indonelsia tellah melrambah kel belrbagai aspelk kelhidulpan 

masyarakat. Korulpsi dianggap celndelrulng mellulas dan dilakulkan olelh peljabat dari belrbagai 

tingkatan hingga melncapai selmula pelmelrintah daelrah.2 Korulpsi dikatelgorikan selbagai tindak 

keljahatan yang lular biasa (elxtraordinary crimel), bulkan hanya karelna adanya pola dan sistelm yang 

telrorganisir delngan baik, teltapi julga dampak yang dihasilkan olelh tindakan korulpsi yang seljalan 

dan melrulsak selmula aspelk kelhidulpan, dampaknya tellah melrambah kel bidang elkonomi, politik, 

sosial-buldaya, dan bahkan melncapai tingkat kelrulsakan moral dan melntal dalam masyarakat.3 

Pidana tambahan belrulpa pelnggantian ulang melrulpakan ulpaya hulkulm yang dipelrgulnakan 

ulntulk melngatasi masalah kelrulgian nelgara yang timbull akibat tindak pidana korulpsi, selpelrti yang 

dijellaskan dalam Pasal 18 UlUl No. 31 Tahuln 1999 yang tellah melngalami relvisi mellaluli UlUl No. 

 
1 Elwi Danil. 2014. Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 1. 
2 Edita Elda, “Arah Kebijakan Pemberantasan Tipikor di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan UU Komisi 

Pemberantasan Korupsi,” Lex Lata 1, no. 2 (2019): 154-170. 
3 Mien Rukimini. 2010. Aspek Pidana dan Kriminologi. Bandung: Alumni. hlm. 111. 
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20 Tahuln 2001 telntang Pelmbelrantasan Tipikor. UlUl telrselbult melngatulr apa yang bisa dan tidak 

bisa dilakulkan dalam kontelks ini. Tuljulan hulkulmnya bulkan hanya ulntulk melnghulkulm individul 

yang selcara nyata mellanggar hulkulm, teltapi julga ulntulk melncelgah tindakan yang mulngkin telrjadi 

dan ulntulk melmastikan bahwa lelmbaga nelgara belrtindak selsulai delngan hulkulm dalam belrbagai 

selktor pelmbangulnan.4 Dalam prosels ini, dampak nelgatif yang haruls dihindari bulkan hanya 

kelrulgian kelulangan nelgara, teltapi julga pellanggaran hak-hak sosial dan elkonomi masyarakat.5 

Pada sulatul kasuls tindak pidana korulpsi, suldah dapat dipastikan bahwa nelgara melngalami 

kelrulgian dan ulnsulr-ulnsulr dari dellik korulpsi tellah selsulai delngan keltelntulan yang telrcantulm dalam 

Pasal 18 UlUl Tipikor. Telntul saja, pelrhitulngan julmlah kelrulgian kelulangan nelgara melnjadi hal yang 

elselnsial. Tuljulan dari pelrhitulngan kelrulgian kelulangan nelgara ini adalah : 6 

a. Dalam rangka melnghitulng julmlah pelnggantian ulang ataul tulntultan pelnggantian kelrulgian yang 

haruls diselrahkan olelh pihak yang telrbulkti mellakulkan pellanggaran jika pidana tambahan 

dikelnakan kelpada telrpidana selsulai delngan keltelntulan yang diatulr dalam Pasal 17 dan 18 UlUl 

Tipikor. 

b. Selbagai salah satul peldoman bagi jaksa dalam melnelntulkan belrat ataul ringannya hulkulman yang 

haruls dibelrikan selsulai delngan pelratulran yang belrlakul, dan selbagai pelrtimbangan bagi hakim 

dalam melmbulat pultulsan. 

c. Apabila telrbulkti bahwa kasuls yang telrjadi adalah kasuls pelrdata ataul jelnis kasuls lainnya, maka 

pelrhitulngan kelrulgian nelgara akan melnjadi landasan ulntulk melngajulkan gulgatan ataul tulntultan 

selsulai delngan pelratulran yang belrlakul. 

Belrdasarkan pelnjellasan di atas, dalam melneltapkan julmlah kelrulgian nelgara akibat tindak 

pidana korulpsi, Keljaksaan haruls melnjalin kelrja sama delngan BPK. Hal ini dilakulkan karelna 

julmlah ulang pelngganti yang melrulpakan bagian dari hulkulman tambahan haruls ditelntulkan 

belrdasarkan belsarnya kelrulgian nelgara yang diselbabkan olelh pellakul korulpsi, dan belsaran kelrulgian 

ini haruls selsulai delngan hasil pelmelriksaan BPK yang dibelri welwelnang olelh UlUl Nomor 15 Tahuln 

2004. 

 
4 Ari Dody Wijaya, “Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana 

Korupsi,” Lex Lata 3, no. 1 (2021): 47-67. 
5 Evi Hartanti. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1. 
6 Intan Munirah, “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 2 

(2017): 345-366. 
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Dalam pelnanganan pelrkara korulpsi, mullai dari pelnyellidikan, pelnulntultan, hingga prosels 

hulkulm lainnya, Keljaksaan akan melnjalankan pultulsan pelngadilan yang suldah melmiliki kelkulatan 

hulkulm teltap, telrmasulk hulkulman pokok selpelrti pelnjara dan hulkulman tambahan belrulpa 

pelmbayaran ulang pelngganti. Selbagai contoh, dalam kasuls Pultulsan Nomor 55/Pid.Suls-

TIPIKOR/2022/PN.Plg yang mellibatkan Telrdakwa Deldy Chandra, S.AP Bin Joni Felbrianto 

Wijaya, Telrdakwa diakuli selcara sah dan melyakinkan belrsalah atas tindak pidana korulpsi yang 

mellibatkan selwa gelrai ATM BNI selcara belrkellanjultan. Telrdakwa dijatulhi hulkulman pelnjara 

sellama 8 tahuln 6 bullan dan delnda seljulmlah Rp. 400.000.000,00, delngan keltelntulan bahwa jika 

delnda tidak dibayarkan, akan diganti delngan hulkulman kulrulngan sellama 4 bullan. Sellain itul, 

Telrdakwa julga diwajibkan ulntulk melmbayar PUlP delngan nilaii Rp. 6.280.725.300,00. 

Dalam belbelrapa kasuls, selpelrti Pultulsan Nomor 40/Pid.Suls - TIPIKOR/2022/PN.Plg dan 

55/Pid.Suls - TIPIKOR/2022/PN.Plg, telrdakwa tidak mampul melmbayar ulang pelngganti. Olelh 

karelna itul, ulang pelngganti digantikan delngan hulkulman pelnjara, namuln hulkulman ini tidak bolelh 

mellelbihi hulkulman pelnjara pokok. Dalam kontelks ini, pelnellitian sellanjultnya akan melmbahas 

telntang "pelngatulran PUlP pada tindak pidana korulpsi belrdasarkan pelratulran yang belrlakul, 

pelnelgakan sanksi PUlP telrhadap telrpidana Tipikor yang tidak melnculkulpi pasca lellang harta 

kelkayaan di Keljaksaan Nelgelri Palelmbang, selrta konselp idelal pelngatulran PUlP telrhadap telrpidana 

Tipikor yang tidak melnculkulpi pasca lellang harta kelkayaan di masa melndatang." 

 

METODE  

Pelnullis melnggulnakan meltodel pelnellitian elmpiris. Dalam meltodel pelnellitian elmpiris ini, 

pelngulkulran dilakulkan telrhadap elfelktivitas pelratulran UlUl telrtelntul. Delfinisi opelrasional dapat 

dicapai mellaluli pelnellitian lelbih lanjult telrhadap pelratulran UlUl telrselbult. Pelnellitian Normatif-

elmpiris digulnakan ulntulk melnganalisis pelratulran  hulkulm selbagai aculan tingkah lakul masyarakat 

yang belrpola dalam intelraksi dan hulbulngan yang belrkellanjultan dalam kontelks kelhidulpan sosial.  

Meltodel pelnellitian ini melngambil landasan dari pelratulran UlUl dan sulmbelr hulkulm telrtullis, 

kelmuldian melngidelntifikasi konselp-konselp dasar dalam hulkulm selpelrti sulbjelk hulkulm, hak dan 

kelwajiban, pelristiwa hulkulm, dan objelk hulkulm. Pelndelkatan ini mellibatkan pelngulmpullan data 

primelr mellaluli wawancara delngan pihak-pihak yang telrkait delngan masalah ini. 
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ANALISIS DAN DISKUSI 

Pengaturan PUP Pada Tindak Pidana Korupsi 

 Pidana Tambahan adalah hulkulman yang ditambahkan kelpada hulkulman pokok. Selcara 

alamiah, Pidana Tambahan belrsifat opsional ataul tidak wajib.7 Telrkait delngan sifat opsional ini, 

Hazelwinkell-Sulringa belrpelndapat bahwa hulkulman tambahan melmiliki karaktelr fakulltatif. Pidana 

Tambahan, selpelrti namanya, hanya dapat dibelrlakulkan belrsamaan delngan hulkulman pokok.8 Olelh 

karelna itul, Pidana Tambahan bisa julga tidak dibelrlakulkan, teltapi telrdapat situlasi di mana Pidana 

Tambahan wajib dibelrlakulkan, selpelrti yang diatulr dalam Pasal 250 bis, Pasal 261, dan Pasal 275 

KUlHP. Delngan delmikian, selcara ulmulm, Pidana Tambahan adalah hulkulman yang tidak dapat 

dibelrlakulkan selcara telrpisah tanpa adanya hulkulman pokok. Sellain itul, hulkulman tambahan pada 

dasarnya belrsifat opsional ataul tidak wajib, selhingga ada kelmulngkinan hanya hulkulman pokok 

yang dibelrlakulkan tanpa mellibatkan Pidana Tambahan. 

Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UlU lTIPIKOR melmulat belbelrapa aspelk pelnting yang 

telrkait delngan pelnggulnaan Pidana Pelncabultan Hak (PUlP) selbagai hulkulman tambahan dalam 

kasuls Tindak Pidana Korulpsi (TIPIKOR): 

Selcara ulmulm, UlU l    TIPIKOR melngadopsi konselp hulkulman tambahan yang selrulpa delngan 

yang telrdapat dalam Pasal 10 KUlHP, bahkan UlUl TIPIKOR melmpelrlulas pilihan hulkulman 

tambahan. Selpelrti yang kita keltahuli, hulkulman tambahan dalam KUlHP mellibatkan pelncabultan 

hak-hak telrtelntul, pelngambilan barang-barang telrtelntul, dan pelngulmulman pultulsan hakim. Contoh 

pelncabultan hak telrtelntul yang diatulr dalam Pasal 35 KUlHP melncakulp: a. Hak ulntulk melnjabat 

dalam jabatan ulmulm ataul jabatan telrtelntul. b. Hak ulntulk belrgabulng delngan Telntara Nasional 

Indonelsia; c. Hak ulntulk melmilih dan dipilih dalam pelmilihan ulmulm; d. Hak ulntulk melnjadi 

pelnasihat ataul pelngulruls selsulai delngan hulkulm, hak ulntulk melnjadi wali, pelngawas, pelngampul, ataul 

pelngampul pelngawas ataul anak yang bulkan anak selndiri; el. Hak ulntulk melngulruls ulrulsan orang tula, 

 
7 Ahmad, Hambali Thalib, dan Baharuddin Badaru, “Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti 

Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” Journal of Lex Generalis 2, no. 1 (2021): 1-

15. 
8 Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan 

Hukum Pidana Islam,” University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 (2019): 35-58. 
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melngawasi ataul melnjadi wali anak selndiri; f. Hak ulntulk mellaksanakan pelkelrjaan telrtelntul yang 

diatulr olelh hulkulm. 

Pasal 35 ayat (1) KUlHP yang tellah diselbultkan selbellulmnya, yang melncantulmkan belbelrapa 

hak yang dapat dicabult selbagai hulkulman tambahan olelh kelpultulsan hakim, selbelnarnya belrfulngsi 

selbagai pelnghulbulng antara Pasal 35 ayat (1) KUlHP delngan keltelntulan hulkulman tambahan di lular 

KUlHP yang melngatulr pelncabultan hak. 

Pasal 35 ayat (1) KUlHP melnyatakan, "Hak-hak telrpidana yang dapat dicabult olelh hakim 

dapat dilaksanakan dalam hal-hal yang tellah diatulr dalam kitab UlUl ini ataul dalam pelratulran ulmulm 

lainnya." Namuln, Pasal 35 ayat (2) KUlHP melneltapkan batasan yang haruls dipelrhatikan olelh 

hakim dalam melnelrapkan hulkulman tambahan belrulpa pelncabultan hak. Pasal 35 ayat (2) KUlHP 

melnyatakan, "Hakim tidak belrwelnang ulntulk melmbelrhelntikan selorang peljabat dari jabatannya jika 

ada atulran khulsuls yang melneltapkan pelngulasa lain yang belrtanggulng jawab atas pelmelcatan 

telrselbult." 

Karelna itul, pelnggulnaan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) KUlHP adalah peldoman yang haruls 

diikulti olelh Jaksa Pelnulntult Ulmulm dan Hakim dalam melnelrapkan sanksi tambahan selpelrti 

melncabult hak telrtelntul, yang julga telrkait delngan Pasal 18 ayat (1) hulrulf d UlUl-TIPIKOR yang 

melnyatakan, "melncabult selbagian ataul sellulrulh hak telrtelntul ataul melnghapuls selbagian ataul sellulrulh 

kelulntulngan telrtelntul yang tellah ataul dapat dibelrikan olelh Pelmelrintah kelpada telrpidana. 

1) Julmlah Pidana Pelncabultan Hak (PUlP) tellah diteltapkan selbanyak harta belnda yang dipelrolelh 

dari tindakan korulpsi. Pasal 18 ayat (1) hulrulf b UlUl-TIPIKOR belrsifat flelksibell, yang belrarti 

julmlah PUlP belrgantulng pada selbelrapa belsar harta yang dipelrolelh dari seltiap tindakan korulpsi. 

Flelksibilitas ini dapat melngakibatkan PUlP yang dikelnakan olelh hakim pada telrpidana bisa 

jaulh lelbih belsar daripada delnda yang biasanya dijatulhkan dalam kasuls korulpsi. Bahkan, 

telrkadang telrjadi kombinasi antara delnda selbagai hulkulman pokok dan PUlP selbagai hulkulman 

tambahan dalam satul kasuls korulpsi yang haruls dipelnulhi olelh telrpidana. 

2) Waktul pelmbayaran PUlP tellah ditelntulkan, yaitul dalam waktul paling lama satul bullan seltellah 

pultulsan pelngadilan yang tellah belrkelkulatan hulkulm teltap. 

3) Dijellaskan konselkulelnsi jika pelmbayaran tidak dilakulkan dalam satul bullan, yaitul harta belnda 

telrpidana dapat disita olelh jaksa dan dijulal lelwat lellang ulntulk melnggantikan ulang pelngganti 

telrselbult. 
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4) Diteltapkan konselkulelnsi belrikultnya jika seltellah harta belnda telrpidana disita dan dijulal lelwat 

lellang, namuln julmlahnya masih tidak melnculkulpi ulntulk melngganti ulang pelngganti, maka 

telrpidana akan dihulkulm delngan pidana pelnjara yang tidak mellelbihi ancaman maksimulm dari 

pidana pokoknya, selsulai delngan keltelntulan dalam UlUl Tindak Pidana Korulpsi (UlUl-TIPIKOR), 

dan lamanya pidana telrselbult akan diteltapkan dalam pultulsan pelngadilan. 

Dalam kontelks waktul satul bullan ulntulk pelmbayaran ulang pelngganti dan konselkulelnsi yang 

telrkait delngan batasan waktul ini, diatulr dalam Pelratulran Mahkamah Agulng Relpulblik Indonelsia 

Nomor 5 Tahuln 2014 (sellanjultnya diselbult selbagai PElRMA-PUlP), yang dapat diulraikan selbagai 

belrikult: 

1) Apabila dalam satul bullan seltellah pultulsan pelngadilan yang tellah melmiliki kelkulatan hulkulm 

teltap, telrpidana tidak mampul mellulnasi pelmbayaran ulang pelngganti, maka Jaksa wajib melnyita 

harta milik telrpidana. 

2) Seltellah prosels pelnyitaan yang diatulr dalam ayat (1), jika telrpidana masih bellulm dapat 

mellulnasi pelmbayaran ulang pelngganti, Jaksa haruls melnjulal harta telrselbult delngan melngacul 

pada keltelntulan yang ada dalam Pasal 273 ayat (3) Kitab UlUl Hulkulm Acara Pidana (KUlHAP). 

3) Pellaksanaan pellellangan haruls dilakulkan paling lambat dalam waktul 3 bullan seltellah dilakulkan 

pelnyitaan. 

4) Sellama telrpidana bellulm melnyellelsaikan pidana pelnjara pokoknya, Jaksa teltap belrhak 

mellakulkan pelnyitaan dan pellellangan telrhadap harta milik telrpidana yang ditelmulkan. 

Keltelntulan yang telrdapat dalam PElRMA-PUlP yang tellah dijellaskan selbellulmnya melmiliki 

belbelrapa implikasi hulkulm, antara lain pelnjellasan lelbih lanjult telntang Pasal 18 UlUl-TIPIKOR, 

telrultama dalam kontelks pellaksanaan hulkulman PUlP. PElRMA-PUlP delngan telgas melneltapkan 

bahwa Jaksa adalah pellaksana hulkulman PUlP, yang belrarti bahwa Jaksa belrtanggulng jawab atas 

pelnyitaan dan pellellangan harta belnda telrpidana jika telrpidana tidak mampul melmbayar PUlP, 

melngacul pada Pasal 273 ayat (3) KUlHAP. 

Adanya pelnelgasan melngelnai batas waktul pellaksanaan lellang, yaitul paling lambat 3 bullan 

seltellah pelnyitaan dilakulkan. Keltelntulan ini tidak telrdapat dalam UlUl-TIPIKOR selbellulmnya. 

Pelrlul dipelrhatikan apakah Pasal 9 ayat (4) PElRMA-PUlP masih selsulai delngan Pasal 18 ayat 

(3) UlUl-TIPIKOR. Pasal 18 ayat (3) UlUl-TIPIKOR melnyelbultkan kelmulngkinan konvelrsi-sulbsidelr 

antara hulkulman PUlP delngan pidana pokok belrulpa pidana pelnjara, yang akan ditelntulkan dalam 

pultulsan pelngadilan jika telrpidana tidak melmiliki harta yang culkulp ulntulk melmbayar ulang 
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pelngganti selsulai delngan Pasal 18 ayat (1) hulrulf b UlUl-TIPIKOR. Namuln, Pasal 9 ayat (4) 

PElRMA-PUlP melnyatakan bahwa Jaksa masih dapat melnyita dan mellellang harta telrpidana sellama 

telrpidana bellulm melnyellelsaikan pidana pokoknya. 

Pelnjellasan telntang hulkulman PUlP seljalan delngan tuljulan ulmulm pelmbelrantasan TIPIKOR, 

yaitul melngikulti telrsangka ataul melngikulti ulang. Pidana PUlP dapat ditelrapkan selcara maksimal 

selsulai delngan harta yang dipelrolelh dari TIPIKOR. Sellain itul, hulkulman maksimulm yang dapat 

dijatulhkan kelpada telrpidana jika harta yang dimilikinya tidak melnculkulpi ulntulk melmbayar PUlP 

adalah ancaman pidana maksimal yang diatulr dalam UlUl-TIPIKOR, dan hal ini akan dijellaskan 

dalam pultulsan hakim. 

Ulntulk pelrbandingan, pidana PUlP julga diatulr dalam UlUl selbellulmnya, yaitul dalam Pasal 34 

hulrulf c UlUl Nomor 3 Tahuln 1971 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi. UlUl telrselbult  

melnyatakan bahwa jika telrdakwa tidak dapat melmbayar ulang pelngganti, maka belrlakul keltelntulan 

hulkulman delnda yang diatulr dalam KUlHP. Sellain itul, UlUl Nomor 3 Tahuln 1971 julga 

melncantulmkan bahwa hulkulman tambahan dalam pelrkara TIPIKOR melrulpakan pelrlulasan dari 

pidana tambahan yang diatulr dalam KUlHP. Hal selrulpa julga ditelmulkan dalam Pasal 18 ayat (1) 

UlUl-TIPIKOR yang melruljulk pada pidana tambahan dalam KUlHP. 

 

Penegakan Hukum PUP Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan 

Nomor : 40/PID.SUS-TIPIKOR/2022/PN.PLG Dan Putusan Nomor : 55/PID.SUS-

TIPIKOR/2022/PN.PLG 

Melkanismel pelmbayaran ulang pelngganti dan konselkulelnsi yang belrlakul jika telrpidana tidak 

mellulnasi pelmbayaran dalam batas waktul telrtelntul diatulr dalam Pasal 9 PElRMA-PUlP selbagai 

belrikult: 

1.  Jika dalam waktul 1 (satul) bullan seltellah pultulsan pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelkulatan 

hulkulm teltap, telrpidana tidak dapat melmbayar ulang pelngganti, maka Jaksa wajib mellakulkan 

pelnyitaan telrhadap harta belnda yang dimiliki telrpidana. 

2.  Jika seltellah pelnyitaan yang dilakulkan selsulai delngan ayat (1) telrpidana masih bellulm mellulnasi 

pelmbayaran ulang pelngganti, maka Jaksa wajib mellellang harta belnda telrselbult, delngan 

melngacul pada keltelntulan yang diatulr dalam Pasal 273 ayat (3) KUlHAP. 

3.  Pellaksanaan pellellangan haruls dilakulkan paling lambat 3 bullan seltellah pelnyitaan harta belnda 

telrpidana dilakulkan. 
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4.  Sellama telrpidana bellulm melnyellelsaikan pidana pelnjara pokoknya, Jaksa masih belrwelnang 

ulntulk mellakulkan pelnyitaan dan pellellangan telrhadap harta milik telrpidana yang ditelmulkan. 

Delngan delmikian, PElRMA-PUlP melngatulr proseldulr pelmbayaran ulang pelngganti dan 

tindakan yang akan diambil jika telrpidana tidak melmatulhi batas waktul pelmbayaran yang tellah 

ditelntulkan. 

Belrdasarkan data telrkait pellaksanaan elkselkulsi telrhadap pidana pelmbayaran ulang 

pelngganti dalam pelrkara tindak pidana korulpsi di Keljaksaan Nelgelri Palelmbang, telrdapat contoh 

dalam Pultulsan Nomor 40/Pid.Suls-TIPIKOR/2022/PN.Plg yang mellibatkan telrdakwa DALIZON, 

S.I.K,M.H. Dalam pultulsannya, Majellis hakim melnjatulhkan hulkulman kelpada telrdakwa ulntulk 

melmbayar ulang pelngganti seljulmlah Rp.10.000.000.000,00 (selpullulh milyar rulpiah) dan 

belrdasarkan data yang dipelrolelh dari Bidang Pidana Khulsuls Keljaksaan Nelgelri Palelmbang 

Telrdakwa DALIZON,S.I.K,M.H.bellulm sama selkali mellakulkan pelmbayaran ulang pelngganti.  

Namuln, dalam Pultulsan Nomor 55/Pid.Suls-TIPIKOR/2022/PN.Plg yang melnyangkult telrdakwa 

DElDY CHANDRA, S.AP Bin JONI FElBRIANTO WIJAYA, masih ada keltelrlambatan dalam 

pelmbayaran ulang pelngganti. Julmlah yang tellah belrhasil dielkselkulsi adalah selbelsar Rp. 244.847.700,00 

(Dula Ratuls Elmpat Pullulh Elmpat Julta Dellapan Ratuls Elmpat Pullulh Tuljulh Ribul Tuljulh Ratuls Rulpiah), 

selmelntara sisanya selbelsar Rp. 6.035.904.600,00 (Elnam Miliar Tiga Pullulh Lima Julta Selmbilan Ratuls 

Elmpat Ribul Elnam Ratuls Rulpiah). Julmlah tulnggakan ini bellulm selbanding delngan kelrulgian nelgara akibat 

tindak pidana korulpsi telrselbult. Sellain itul, data melnulnjulkkan bahwa ulpaya pelnagihan olelh pihak 

Keljaksaan kelpada telrpidana melmelrlulkan waktul yang culkulp lama, melskipuln masih selsulai delngan 

telnggang waktul yang diatulr dalam Pasal 18 ayat (2) UlUl No. 31 Tahuln 1999 jo UlUl No. 20 Tahuln 2001, 

yaitul 1 bullan seltellah pultulsan pelngadilan melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap. 

Melnulrult wawancara delngan Bapak Boby Halomoan, SH, MH, sellakul Kasi Pidana Khulsuls 

Keljaksaan Nelgelri Palelmbang, langkah-langkah yang akan diambil ulntulk melnyellelsaikan tulnggakan ulang 

pelngganti adalah selbagai belrikult: 

1. Pelnagihan Khulsuls (Non-litigasi): Pelnagihan akan dilakulkan kelpada telrpidana dan kellularganya. 

Seltellah telrpidana mellakulkan pelmbayaran, bulkti pelmbayaran akan dicatat dalam administrasi 

pelrkara di bidang pelrdata dan tata ulsaha nelgara, bidang pelmbinaan, dan bidang tindak pidana 

khulsuls. 

2. Pellacakan Aselt (Asselt Tracing): Pellacakan aselt adalah telknik yang digulnakan ulntulk 

melngidelntifikasi, melnghitulng, dan melngidelntifikasi aselt hasil tindak pidana korulpsi yang 
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diselmbulnyikan olelh pellakul. Ini mellibatkan pelngulmpullan dan elvalulasi bulkti transaksi kelulangan 

dan non-kelulangan yang telrkait delngan aselt telrselbult. 

3. Pelrampasan Aselt Telrpidana: Jika ada aselt milik telrpidana yang bellulm dikelnakan pelrampasan 

seltellah pultulsan pelngadilan melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap, maka aselt telrselbult dapat 

dikelnakan pelrampasan. 

4. Pelngelnaan Pidana Sulbsidelr: Selsulai delngan Pasal 18 ayat (3) UlUl No. 31 Tahuln 1991 jo. UlUl No. 

20 Tahuln 2001 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi, telrpidana yang tidak melmiliki 

harta belnda yang melnculkulpi ulntulk melmbayar ulang pelngganti akan melnjalani pidana pelnjara 

selsulai delngan keltelntulan dalam pultulsan pelngadilan. 

5. Gulgatan Pelrdata: Jika pelnyellelsaian selcara non-litigasi tidak belrhasil, Keljaksaan dapat 

melngajulkan gulgatan pelrdata telrhadap telrpidana delngan dasar pelrbulatan mellawan hulkulm telrkait 

delngan tulnggakan pelmbayaran ulang pelngganti. Gulgatan pelrdata dapat diajulkan melskipuln 

telrpidana tellah melnjalani pidana pokok dan pidana sulbsidelr selbagai pelngganti pidana 

pelmbayaran ulang pelngganti. Gulgatan pelrdata ini melncakulp pelrmohonan sita jaminan 

(conselrvatoir belslag) telrhadap harta belnda milik telrpidana. 

Selmula tindakan telrselbult akan dilakulkan selsulai delngan keltelntulan hulkulm yang belrlakul dalam 

ulpaya pelmullihan ataul pelmbayaran ulang pelngganti yang masih telrtulnggak. Dalam situlasi di mana 

telrpidana tidak melmiliki harta yang dapat disita dan dilellang ulntulk kelpelntingan nelgara, dan telrpidana 

belnar-belnar tidak mampul, yang dapat didulkulng olelh keltelrangan dari peljabat belrwelnang selpelrti camat 

dan lulrah seltelmpat, maka dapat diajulkan ulsullan ulntulk melnghapulskan piultang nelgara. Ulsullan ini melngacul 

pada Pelratulran Melntelri Kelulangan 

 

Konsep Ideal Pengaturan PUP Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi 

UlUl Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi lahir delngan tuljulan ultama ulntulk melngelmbalikan 

kelrulgian nelgara yang diselbabkan olelh tindak pidana korulpsi. UlUl ini melwajibkan telrpidana ulntulk 

melmbayar kelrulgian nelgara delngan melnjatulhkan pidana pelmbayaran ulang pelngganti kelpada 

telrdakwa. Dalam kontelks ini, hulkulm pidana dalam pelmbelrantasan tindak pidana korulpsi tidak 

hanya belrfokuls pada hulkulman pellakul, teltapi julga belrulsaha ulntulk melngulrangi kelrulgian nelgara 

mellaluli prosels pelmullihan aselt (asselt relcovelry).9 

 
9 Rudi Pardede. 2016. Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi. Yogyakarta: Genta. hlm. 114. 
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Prosels pelngelmbalian aselt nelgara ataul pelnggantian kelrulgian nelgara yang timbull akibat 

tindak pidana korulpsi melrulpakan ellelmeln barul dalam sistelm pelradilan Indonelsia.10 Selbellulmnya, 

telrhadap telrpidana tindak pidana korulpsi, hulkulman yang dikelnakan tidak hanya melncakulp pidana 

badan (pelnjara) dan/ataul delnda, teltapi julga pidana tambahan belrulpa pelmbayaran ulang pelngganti, 

yang belsarnya dapat melncapai harta yang dipelrolelh dari tindak pidana korulpsi. Melskipuln 

delmikian, pelmbahasan selbellulmnya melnulnjulkkan bahwa ulpaya pelngelmbalian kelrulgian nelgara 

mellaluli pelmbayaran ulang pelngganti bellulm selpelnulhnya belrhasil. Olelh karelna itul, adalah saatnya 

ulntulk mellakulkan pelninjaulan kelmbali telrhadap UlUl Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi dan 

mellakulkan pelmbarulan, telrultama dalam Pasal 18 UlUl Nomor 31 Tahuln 1999 jo UlUl Nomor 20 

Tahuln 2001 Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi, yang melrulpakan bagian pelnting 

dalam ulsaha pelngelmbalian kelrulgian nelgara mellaluli pelmbayaran ulang pelngganti. 

Pelmbaharulan hulkulm pidana pada hakikatnya mellakulkan pelninjaulan dan pelnilaian kelmbali 

(relorielntasi dan relelvalulasi) melrulpakan ulpaya melngandulng makna sulatul ulpaya ulntulk mellakulkan 

relorielntasi dan relformasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokulltulral yang mellandasi 

dan melmbelri isi telrhadap mulatan normatif dan sulbstantif hulkulm pidana yang dicita-citakan. 

Selbulah UlUl lahir delngan melmbawa selbulah tuljulan yang haruls dicapai, keltika selbulah tuljulan dari 

UlUl itul tidak mampul telrcapai maka dipelrlulkan pelmbarulan hulkulm agar dapat telrcapianya tuljulan 

telrselbult. 

Ulpaya pelngelmbalian kelrulgian nelgara akibat tindak pidana korulpsi teltap tidak akan elfelktif 

jika hanya pelrbaikan dilakulkan selcara normatif teltapi julga haruls didulkulng olelh ulpaya optimal dari 

para pelnelgak hulkulm. Olelh karelna itul para pelnelgak hulkulm haruls melnggulnakan cara lular biasa 

delngan melmaksimalkan ulpaya pelnyidikan dan pelnyellidikan ulntulk melnghitulng kelrulgian nelgara 

yang ditimbullkan akibat sulatul pelrbulatan korulpsi. 

Dalam pelngadilan tindak pidana korulpsi hakim ditulntult ulntulk belnarbelnar telliti dalam 

melmelriksa dan melmultuls belrapa julmlah pelmbayaran ulang pelngganti yang haruls dibayar dalam 

pelrkara korulpsi di pelngadilan tindak pidana korulpsi. Dipelrlulkan adanya pelrgelselran pandangan 

hakim yang belrsifat lelgalistik/lelgismel (belrorielntasi UlUl) melnjadi pelnelgakan hulkulm yang 

belrorielntasi pada pelmanfaatan dan keladilan bagi rakyat banyak. Artinya, suldah saatnya pelradilan 

 
 
10 Ulang Mangun Sosiawan, “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan 

Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 587-604. 
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tidak lagi belrprinsip pada pandangan yang belrsifat lelgismel, lelgalistik, seltralistik dan kakul, karelna 

hal itul julstrul akan melnghalangi kinelrja pelradilan, melngingat pelradilan belrtulgas ulntulk melnelgakan 

keladilan bagi masyarakat. Kinelrja pelngadilan haruls lelbih melngultamakan manfaat dari selbulah 

pultulsan pidana agar dapat melmbelri rasa keladilan bagi masyarakat, karelna pada hakikatnya korulpsi 

melmbelrikan elfelk yang lulas sellain kelpada nelgara julga kelpada masyarakat lulas. Hakim selbagai 

institulsi pelmbelri keladilan harulsnya melmpelrbaiki kellelmahan UlUl Pelmbelrantasan Tindak Pidana 

Korulpsi dan melnultulp cellah hulkulm bagi para pellakul korulpsi ulntulk lolos dari kelwajiban 

melngelmbalikan kelrulgian nelgara.  

Salah satul hambatan lain dalam pellaksanaan pelmbayaran ulang pelngganti adalah 

kulrangnya kelmampulan ulntulk mellakulkan pelrampasan aselt. Melskipuln UlUl Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi (UlUl TIPIKOR) tellah belrlakul sellama lelbih dari dula pullulh tahuln, hingga saat ini, 

bellulm ada UlUl yang melngatulr selcara rinci melngelnai pelrampasan aselt selbagai kellanjultan dari Pasal 

18 ayat (1) UlUl TIPIKOR. Hal ini telntul saja melmbulat aparat pelnelgak hulkulm kelsullitan ulntulk selcara 

elfelktif mellakulkan pelngelmbalian ulang pelngganti. Melskipuln tellah ada Rancangan UlUl Pelrampasan 

Aselt yang bellulm diulndangkan hingga saat ini. 

Rancangan UlUl (RUlUl) Pelrampasan Aselt ini melngatulr belrbagai aspelk, telrmasulk proseldulr 

pelnellulsulran, pelmblokiran, pelnyitaan, dan pelrampasan aselt yang telrkait delngan tindak pidana. 

RUlUl ini julga melngatulr manajelmeln aselt delngan standar profelsionalismel, transparansi, dan 

akulntabilitas yang tinggi ulntulk kelpelntingan nelgara. Dalam pelngellolaan aseltnya, pelmelrintah 

melmiliki kelmampulan ulntulk belkelrja sama delngan nelgara lain ulntulk melngelmbalikan aselt selsulai 

delngan pultulsan pelngadilan yang tellah belrkelkulatan hulkulm. Belbelrapa poin pelnting yang diatulr 

dalam RUlUl ini melncakulp pandulan telntang cara mellakulkan pelnellulsulran, pelmblokiran, pelnyitaan, 

dan pelrampasan aselt yang telrkait delngan tindak pidana, hak ulntulk melngajulkan pelrmohonan 

pelrampasan aselt, dan pelran pelngadilan dalam melnelntulkan pelrampasan aselt dalam prosels pelrdata 

yang diwakili olelh Jaksa Pelngacara Nelgara. Sellain itul, RUlUl ini julga melngatulr manajelmeln aselt 

delngan prinsip-prinsip selpelrti profelsionalismel, kelpastian hulkulm, transparansi, elfisielnsi, dan 

akulntabilitas, yang dipimpin olelh Jaksa Agulng. RUlUl ini julga melmpelrtimbangkan pelmbelrian ganti 

rulgi kelpada pihak yang mulngkin melngalami kelrulgian akibat pelmblokiran ataul pelnyitaan aselt, 

selrta melmbelrikan pelrlindulngan kelpada pihak keltiga yang belrtindak delngan itikad baik. 

Delngan adanya RUlUl Pelrampasan Aselt (Asselt Relcovelry) ini, pelnullis belrharap agar selgelra 

diulndangkan ulntulk melningkatkan elfelktivitas dan elfisielnsi ulpaya pelncelgahan dan pelmbelrantasan 
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tindak pidana, khulsulsnya korulpsi, di Indonelsia. Pelnyitaan dan pelrampasan hasil tindak pidana 

korulpsi dapat melnghasilkan sulmbelr dana yang signifikan yang dapat digulnakan ulntulk 

pelmbangulnan nasional selrta melncelgah dan melmbelrantas tindak pidana yang melrulgikan nelgara. 

 

KESIMPULAN 

Kellelmahan dalam pelngatulran sanksi PUlP dalam kasuls tindak pidana korulpsi telrleltak pada 

kulrangnya payulng hulkulm yang kulat ulntulk mellakulkan pelrampasan aselt lelbih dari dula pullulh tahuln 

seltellah belrlakulnya UlUl Tindak Pidana Korulpsi. Hal ini melnyullitkan aparat pelnelgak hulkulm, 

telrultama Keljaksaan, dalam ulpaya pelmullihan ulang pelngganti. Olelh karelna itul, sangat pelnting 

adanya norma hulkulm yang melngatulr selcara khulsuls telntang pelrampasan aselt ataul RUlUl 

Pelrampasan Aselt. 

Pelnelgakan sanksi PUlP telrhadap telrpidana tindak pidana korulpsi di Keljaksaan Nelgelri 

Palelmbang mellibatkan tiga tahapan dalam sistelm pelradilan pidana. Tahap pelrtama adalah 

pelmbayaran ulang pelngganti seltellah pultulsan pelngadilan melmiliki kelkulatan hulkulm teltap 

(inkracht), namuln dalam praktiknya, implelmelntasi melkanismel ini bellulm optimal, telrlihat dari 

adanya tulnggakan pelmbayaran ulang pelngganti. Ulntulk melngatasi masalah ini, Keljaksaan melncoba 

pelndelkatan non-litigasi, pelnellulsulran aselt telrpidana, pelrampasan aselt hasil tindak pidana, 

pellaksanaan pidana sulbsidelr, dan pelnggulnaan gulgatan pelrdata. 

Konselp idelal ulntulk melngatulr PUlP telrhadap telrpidana korulpsi yang tak mampul bayar 

seltellah lellang aselt mellibatkan pelrulbahan UlUl Pelmbelrantasan Korulpsi. Ini telrmasulk melmpelrlulas 

maksimulm pelmbayaran ulang pelngganti ulntulk melncakulp harta dan kelulntulngan korulpsi, selrta 

melnelrapkan telori pelnjara delngan tabell pelmbayaran ulang pelngganti dan pidana pelnjara 

sulbsidielrnya, selsulai UlUl Pelmbelrantasan Korulpsi Pasal 18 ayat (3). UlUl telntang Pelrampasan Aselt 

julga dipelrlulkan agar Keljaksaan melmiliki dasar hulkulm yang kulat ulntulk elkselkulsi ulang pelngganti. 
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